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“Siapapun bisa menjadi apapun, belajar tidak mengenal usia” 
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ABSTRAK 

Percepatan investasi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko. Dalam proses tersebut, 

paralegal memiliki peran sebagai pendamping hukum nonlitigasi yang membantu 

investor memenuhi berbagai persyaratan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran paralegal dalam mendukung percepatan investasi daerah, 

khususnya dalam pemenuhan perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk-

Based Approach (OSS RBA). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung hasil wawancara dengan 

pihak terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa paralegal berperan dalam pemeriksaan 

awal lokasi usaha berdasarkan RDTR dan PKKPR, pengecekan status lahan, penentuan 

KBLI, pengumpulan serta pengelolaan dokumen investor, hingga pendampingan 

pemenuhan persyaratan ANDALALIN dan AMDAL. Paralegal juga menjadi 

penghubung antara investor dan pemerintah daerah sehingga proses perizinan dapat 

dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan, dan meminimalkan risiko hukum. 

Kata Kunci: Paralegal, Perizinan Usaha, Investasi Darerah 


